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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara kepulauan yang sebagian wilayahnya terdiri dari 

laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. 

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat 

dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai salah satu tulang punggung 

pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan kepada 

pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang 

ada dan kelestarianya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.1 

Kekayaaan Indonesia dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat 

Indonesia yang bermukim dikawasan pantai yang pada umumnya 

menguntungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan atau 

yang disebut juga dengan nelayan. Wilayah perairan yang sangat luas selain 

memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa 

konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyak tidak dipatuhinya 

hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di perairan seperti 

Illegal Fishing. Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan 

menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. 

Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di 

                                                           
1 Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 13. 
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perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional 

maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat 

perikanan Indonesia.2 

Permasalahan–permasalahan tersebut diantaranya akan mengancam 

kelestarian stok ikan nasional maupun regional dan kerusakan ekosistem laut 

dan juga mendorong hilangnya rantai sumber daya perikanan.3 Beberapa 

penyimpangan yang sering terjadi antara lain: 

1) Penagkapan ikan mengunakan bahan peledak dan beracun. 

2) Pengunaan alat yang tidak sesuai misalya menggunakan jaring dogol, 

dan pukat harimau yang terlalu kecil dan berlebihan dengan dilakukan 

pada daerah-daerah yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan 

pada daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak 

menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati. 

Pelanggaran tata cara penggunaan alat bantu penangkapan ikan 

merupakan kegiatan mall praktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan 

sumber daya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum. 

Secara umum, maraknya pelanggaran tindak pidana perikanan disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti kendali wilayah pengawasan tidak seimbang dengan 

tenaga pengawas yang ada saat ini di Indonesia dan juga sarana dan armada 

pengawasan di laut sangat terbatas ditambah lagi kemampuan sumber daya 

                                                           
2 Suhana. IUU Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan https://www.mail-

archive.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg23888.html. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2017 

pukul, 15.01 Wib.  
3 Riza Damanik, Dkk Menjala Ikan Terakhir ( sebuah fakta krisis di Laut Indonesia), Walhi 

(Jakarta: 2008) hal. 67. 

https://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg23888.html
https://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg23888.html
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alam nelayan Indonesia dan juga termasuk lemahnya kordinasi dan komitmen 

antara aparat penegak hukum yang menyimpulkan bahwa masih lemahnya 

penegak hukum di Indonesia. 

Salah satu usaha yang dilakukan kementrian kelautan dan perikanan 

untuk mengatasi permasalahan permasalahan tersebut adalah dengan 

menerbitkan peraturan Menteri kelautan dan Perikanan RI Nomor 

2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan pengunaan alat penangkapan ikan 

Pukat Hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets). Alat penangkapan ikan 

pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine Nets) merupakan alat yang tidak 

selektif.4 

Alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls), dan pukat tarik (Seine 

nets) memiliki berbagi macam jenis, diantara salah satu jenis dari alat 

penangkapan ikan pukat tarik (Seine nets) adalah dogol. Dalam pengunaanya 

dapat merusak keberlangsungan habitat laut. Salah satu contoh adalah kasus 

yang pernah di sidangkan di pengadilan negeri Jakarta Utara tentang tindak 

pidana penagkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang merusak 

keberlanjutan sumber daya ikan. dalam kasus ini penangkapan ikan yang di 

lakukan oleh pelaku dengan mengunakan alat tangkap ikan yang berupa jaring 

dogol. 

Sanksi penggunaan alat penangkapan ikan  yang dapat menggangu 

dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan  dalam undang – undang nomor 

                                                           
4 Suwarman Partosuwiro, Dasar-Dasar Penangkapan ikan (Yogyakarta: Alam Media, 2002), hal. 

34. 
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45 tahun 2009 perubahan undang - undang nomor 41 tahun 2004 tentang 

perikanan, di sebutkan dalam pasal 85 dengan ketentuan sebagai berikut:5 

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau 

menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu ikan yang menggangu 

dan merusak keberlanjutan sumber daya iakn dikapal penagkapan ikan 

diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. 

Kita sebagai makhluk hidup yang tinggal dan menggunakan 

kekayaan Indonesia semestinya sadar bahwa Indonesia dengan segala 

potensinya apabila kita gunakan secara berlebihan dan tidak kita seimbangi 

dengan perawatan dan pelestarian maka sama saja kita akan memberikan 

kepunahan terhadap kekayaan Indonesia tersebut. Hal ini sangat 

memprihatinkan untuk penerus anak cucu kita yang akan hidup di negeri 

Indonesia kita tercinta ini karena mereka tidak dapat merasakan lagi 

nikmatnya sumber daya alam yang Indonesia miliki apabila sumber daya alam 

tersebut tidak kita pelihara dan lestarikan dan akan punah. 

Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat 

manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan 

kemungkaran. Oleh karena itu, Islam selain agama monoteisme juga 

merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkontruksikan kerangka nilai 

                                                           
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor45 Thun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 
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dan norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berprilaku 

berdasarkan pada tata aturan hukum yang telah disepakati. Tata aturan hukum 

dalam Islam tersebut adalah ketentuan–ketentuan hukum yang di dapat dari 

al-Qur’an dan Hadits yang disebut dengan Syariat. 

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik (jari>mah) yaitu, 

jari>mah hudu>d, jari>mah qis}a>s} dan diya>t, dan jari>mah ta’zi >r. Adapun yang 

dimaksud dengan jari>mah ta’zi >r adalah semua perbuatan yang berkaitan 

dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan 

dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-

bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.6 Hukuman ta’zi >r adalah hukuman 

yang belum ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan kepada ulil al-Amri untuk 

menetapkanya. Hukuman ta’zi >r ini jenisnya beragam namun secara garis besar 

dapat dikelompokan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:7 

1. Hukuman ta’zi >r yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan 

jilid. 

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 

hukuman penjara dan pengasingan. 

3. Hukuman ta’zi >r yang berkaitan dengan harta, seperti denda, 

penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. 

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil Al-amri demi 

kemaslahatan umum. 

                                                           
6 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 252. 

7 Ibid.. hal. 258. 
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Islam mengajarkan umat manusia agar selalu senantiasa menjaga 

lingkungan, Allah SWT melarang manusia untuk membuat kerusakan dimuka 

bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran janganlah kamu membuat 

kerusakan dimuka bumi ini, di dalam surat al-A’raf ayat 56:  

نَ  حِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعاًۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قرَِيبٞ م ِ
وَلََ تفُۡسِدوُاْ فِي ٱلۡۡرَۡضِ بعَۡدَ إِصۡلََٰ

 ٱلۡمُحۡسِنيِنَ. 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.8 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka 

penulis merasa perlu melakukan studi putusan kasus Penggunaan jaring dogol 

yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan mengangkatnya menjadi 

sebuah skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap 

Penangkapan Ikan Dengan Jaring Dogol (Studi Direktori Putusan Nomor 

2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr)”. 

A. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa 

masalah pada penelitian ini. Adapun masalah–masalah tersebut dapat di 

definisikan sebagai berikut: 

1. Tindak pidana penangkapan ikan dengan jaring dogol. 

                                                           
8 Depertemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya: Duta Ilmu), hal. 

212. 
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2. Akibat yang ditimbulkan dari adanya penangkapan ikan dengan 

menggunakan jaring dogol. 

3. Sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan jaring dogol. 

4. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam direktori putusan Nomor 

2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr. 

5. Dasar hukum hakim direktori putusan Nomor 2/Pid.Sus-

Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr. 

6. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penangkapan ikan 

dengan jaring dogol. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar 

permasalahn ini di kaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya 

ilmiah dengan batasan : 

1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan 

jaring dogol dalam direktori putusan Nomor 2/Pid.Sus 

perikanan/2016/PN.Jkt.Utr. 

2. Analisi hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam 

direktori putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr tentang 

hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan jaring 

dogol. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka 

secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan 
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memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbagan hukum hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara 

dalam direktori putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN. Jkt.Utr 

tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan jaring dogol ?. 

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim 

tentang tindak pidana penagkapan ikan dengan jaring dogol dalam 

direktori putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr ?. 

C. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk 

mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis 

yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan 

tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. 

Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum 

pembuatan skripsi diantaranya: 

1. Penelitian yang berjudul ‘‘Analisis Hukum Islam terhadap Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 84 Pk/Pid/2005 tentang Pembuktian Illegal 

Fishing’’ oleh Fifin Inbatun Hasanah yang dalam pembahasannya 

penelitian tersebut dalam hal persoalan tentang pembuktian perkara 
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Illegal Fishing yang ada dalam putusan Mahkamah Agung No. 84 

PK/Pid/2005.9 

2. Penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Illegal Fishing dan Hukumanya 

Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang 

perikanan (Study Komperatif)” Oleh Wasilah yang dalam pembahasanya 

penelitian tersebut dalam hal analisis gagasan atau konsep hukum untuk 

menentukan status hukum illegal fishing dalam hukum islam yang 

kemudian di komparasikan dengan konsep hukum positif Indonesia.10 

3. Penelitian yang berjudul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang 

Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera 

Asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009. Oleh, Nanda 

Pradhita Susilowati dalam penelitian tersebut membahas tentang 

tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dan tinjauan 

Hukum Pidana Islam terhadap kapal perikanan berbendera asing. 11 

Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan kata 

dari penelitian sebelumnya dan menjadi alasan yang cukup kuat bagi penulis 

bahwa ‘‘Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penangkapan Ikan Dengan 

Jaring Dogol (Studi direktori putusan Nomor 2/Pid.Sus-

Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr.)’’ mengkaji tentang hukum pidana Islam terhadap 

                                                           
9 Fifin Inbatun Hasanah, ‘‘Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 84 

Pk/Pid/2005 Tentang Pembuktian Illegal Fishing’’, Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Sunan 

Ampel, Surabaya, 2013. 
10 Wasilah, “ Tindak Pidana Illegal Fishing dan Hukumanya Menurut Hukum Islam dan Undang-

Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Study Komparatif), Skripsi-Institut Agama Islam 

Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2008. 
11 Nanda Pradhita Susilowati  Tinjauan Hukum  Pidana Islam Tentang Pelaksanaan  Tindakan 

Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing  Dalam Pasal 69 Ayat  (4) UU NO. 45 

Tahun 2009. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015. 

http://digilib.uinsby.ac.id/3486/
http://digilib.uinsby.ac.id/3486/
http://digilib.uinsby.ac.id/3486/
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hukuman serta penerapan sanksi bagi pelaku penangkapan ikan dengan jaring 

dogol di pengadilan negeri Jakarta Utara yang perlu dianalisis lebih lanjut. 

D. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan yang ditulis diatas, maka skripsi ini 

bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam direktori putusan 

Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr tentang hukuman bagi 

pelaku penagkapan ikan dengan jaring dogol. 

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam tentang pertimbangan 

hukum hakim tentang penangkapan ikan dengan jaring dogol dalam 

derektori putusan nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr. 

E. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sekurang – 

kurangnya dalam dua aspek yaitu : 

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat di jadikan sebagai sumbagan pemikiran 

atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada 

kesamaan masalah ini dan memperluas khazanah keilmuan, khususnya 

tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan jaring dogol yang 

menyebabkan kerusakan ekosistem laut. 

2. Aspek terapan (praktis), dapat di jadikan masyarakat khususnya 

pemerintah maupun koorporasi dalam menjaga kelestarian khususnya di 

laut agar tidak terjadi penangkapan ikan dengan alat yang dilarang secara 
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terus menerus dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan 

khususnya penangkapan ikan dengan jaring dogol di masa mendatang. 

F. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari 

kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya di 

jelaskan beberapa  istilah sebagai berikut : 

1. Analasis Hukum pidana Islam : menganalisis tentang hukum pidana Islam 

yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jari>mah) dan 

hukumnya (u{qu>bah), yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum 

Ta’zi >r karena berkaitan dengan tindak pidana penangkapan ikan dengan 

jaring dogol yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. 

2. Penangkapan ikan dengan jaring dogol: Penangkapan ikan dengan 

menggunakan Jaring yang telah dimodifikasi dengan memperkecil lubang 

jaring sehingga ikan-ikan kecil banyak yang tertangkap. 

3. Direktori putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr: 

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum. 

Jadi maksud dari judul ini adalah untuk meneliti direktori putusan 

Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr mengenai pertimbangan hakim 

yang di gunakan untuk memutuskan sanksi bagi pelaku  penangkapan ikan 

dengan jaring dogol kemudian di analisis dengan hukum pidana Islam. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya.12 Agar dalam penyusuna skripsi ini 

mencapai hasil yang maksimal, metode dalam penulisannya yaitu : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan 

(library research) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku 

dan data-data yang diperoleh dari studi pustaka, baik berupa buku 

maupun laporan hasil penelitian terdahulu, jenis penelitian ini digunakan 

untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berkaitan dengan 

persoalan yang dikaji oleh penulis sehingga penulis dapat memahami, 

mencermati dan menganalisa berdasrkan data yang di peroleh tersebut. 

2. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak 

pidana penangkapan ikan dengan jaring dogol dalam direktori putusan 

Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr. 

3. Sumber data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam skripsi ini 

digunakan dua sumber data, yaitu : 

a. Sumber data primer: sumber primer dari penelitan ini adalah direktori 

putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr. 

                                                           
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet. Ke 13, (Jakrta: PT. 
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b. Sumber sekunder: sumber sekunder adalah sumber yang di dapat dari 

sumber yang tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap 

kelengkapan penelitian. Data yang di maksud antara lain: 

1) Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997 

2) Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 

2011. 

3) Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013. 

4) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005. 

5) Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Jakarta: Ufuk Press, 

2006. 

6) Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012. 

7) Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam. Jakarta: 

Rineka Cipta, 1992. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan adalah drngan pengumpulan data literatur, 

yaitu pengalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan 

sanksi pidana. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku-

buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang 

hukum pidana dan hukum pidana Islam. 
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Dokumenasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau 

dilakukan melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah 

direktori putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap sanksi tindak 

pidana penangkapan ikan dengan jaring dogol dalam direktori putusan 

Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian 

diolah, berikut tahapan-tahapannya: 

a. Editing: Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang 

diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, 

tentang kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 

penangkapan ikan dengan jaring dogol dalam direktori putusan Nomor 

2/Pid.Sus-Perikanan/2016/ PN.Jkt.Utr. 

b. Organizing: Menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum 

pidana Islam terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan jaring 

dogol (Studi direktori putusan Nomor 2/Pid.Sus-

Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr.  

c. Analyzing: Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana Islam 

mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi 

penangkapan ikan dengan jaring dogol dalam direktori putusan Nomor 

2/Pid. Sus Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr. 

6. Teknik Analisis Data 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 
 

 
 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil penelitian sesuai dengan arah studi yang telah 

dipilih oleh penulis, teknik analisis data yang digunakan berupa metode 

deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun 

sehingga tergambar obyek masalah secara terperinci dan menghasilkan 

pemahaman yang kongkrit dan jelas. Sedangkan pola pikir yang dipakai 

disini adalah pola pikir deduktif yang berangkat dari faktor umum, yaitu 

penangkapan ikan dengan jaring dogol pada direktori putusan 

Nomor2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr, kemudian ditarik kedalam 

hal yang sifatnya lebih khusus.  

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “ Analisi Hukum Pidana 

Islam Terhadap penangkapan ikan dengan jaring dogol (Studi Direktori 

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr) di perlukan adanya 

suatu sistematik pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri 

dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian,dan 

Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakan di bab 1 adalah 

untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk 
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lebih mengetahui cakupan, batasan, dan metode yang di lakukan sehingga 

maksud dari penulisan ini dapat dipahami. 

Bab II Menguraikan lingkungan dalam prespektif Islam, tinjauan 

umum tentang jari>mah dan mengenai konsep ta’zi >r dalam hukum pidana Islam 

yang memuat pengertian ta’zi >r, unsur-unsur ta’zi >r, macam-macam jarimah 

ta’zi <r, macam-macam hukuman ta’zi >r dan manfaat ta’zi >r. 

Bab III tentang penyajian data dari direktori putusan nomor 

2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr, Bab ini akan memaparkan deskripsi 

kasus penangkapan ikan dengan jaring dogol, landasan dan pertimbangan 

hukum yang di gunakan oleh hakim pengadilan Jakarta Utara. 

Bab IV menganalisis tindak pidana penangkapan ikan dengan jaring 

dogol menurut hukum pidana Islam dengan pertimbangan hukum yang di 

jadikan oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak 

pidana penangkapan ikan dengan jaring dogol dalam direktori putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan 

berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan 

kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok 

bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan 

skripsi ini. 


